
2. Undang-t.,ndar.g Nomc,r 8 Tanun 1974 tentang Pckol<·pokok Kepegawa.an 
sebagaimma telah .:!i ubati dengan Undang-Undang Nomor 43 
T ahun 1999 :entang Perubahan Alas Undang-Undan;, Nomor 8 
Tahun 1974 tar.tang Pokok-Pokok Ke~,awaian (Lembarar: N~ara 
Republlk Indonesia tenun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

1. Unoang·Undan~ M~n;cc 14 Tahun 1950 tentang Perr.bentukan Da~rah 
oaeran Ka!:<J,:,aten jal£,o Llngkungan Provins, J3 ,:a Baral (Bent;; Negara 
fahJO 1950); 

Manging at 

c. bailwa a,as casar p~~~<nbangan seb.?gaimana dimaksud pada huruf a 
d:an huru! t· co atasmska pertu rrenetapkan Peratu:an Supat. Bek.as, 
tentang P;11bentukan oan Penetapan Formas, Jabatan Furigs:cnal 
Umum c, LingKungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

b bah,,a dala,,, rang'<a ·ertib dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan 
ke·;a perang,rat daeran, sela,n didukung oleh jabatan stnJkti;ral dan 
j3batan fun,;sional '.s•tentu, oerlu didukung Juga oleh 1aba:an fvogsional 
umum. 

a ba::wa ssnao pagawai negeri sipil (f,angkal dalam jaoatan can ;>angl<&t 
~er:antiJ CE:r,gan prios1p p:.ofesion.allsme sesuai dengan kompatensi. 
p,estas, kErJd, can jenjang pangkal yang dftetapkan untuk jabatan itu. 
$Srta syarat co,e·,,;f 1a;nr.ya tanpa membedakan jenis kelamin. sut<v, 
o.gam-9, ras, atau golongan; 

l,!enlmbang 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN OAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 27 'i'.L~ 201, 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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9. Peraturan Oaerah Kabupaten Bel<asi Nomor 6 Tahun 2008 lentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupalen 

Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

8. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tenlang Pedoman 
Janatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerinlah Daerah: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerlntahan Antara Pemerintah. Pemerinlahan Daerah Provinsi, clan 
Pemerinlahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negata 

Nomor 4 737); 

5. Uodang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemenmahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneSia 

Nomor 4844); I 

4438); 

3. Undang-Uroang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan 

Anlara Pemennlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
mdonssia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor- 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Reput>lik Indonesia yang terdiri dan 

Presiden beserta para Menteri; 

2 Daerah adalah Daerah Kabupa1enBekasi; 
; Pemenntan Oaerah adalah Kepata Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain 

se.bagal Badan B<sekutif Oaerah, 
Kepala Oaerah Kabupaten adalah Bupati Bekasi: 

, Sekretarlat Oaerah adalah Sekretariaf Oaerah Kabupateo Bekasi: 

!i. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekas,; 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. selanjutnya disebul DPRO adalah Badan Leg,slabf 

Oaerah; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI UNGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

MEMUTUSKAN 

10 Peraruran Oaerah Kabupateo Bekasi Nomor 7 Tahun 2000 tenlang 

Organ,sasi Perangkal Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) senaqamena telah l;leberapa 

kah dlubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupateo Bel<asl Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangl<at 

Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 

2012 Nomor 8). 
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Oengan Peraturan Bupau ini dibentuk dan ditetapkan lonnasi Jabalan fungsional umum di 

,ngkungan Pemerintah KabupalenBekasl. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Saruan Ke11a Perang!,.at Daerah yang selanjutnya disebul SKPD adalah satuan kerja 
perangkat oaerah cs, ilngkungan Pemerintah Kabupalen Bekasi yang terdiri dari Sekretariat 
Oaerah. Sekretariat OPRD. tnsoektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Dinas 
Oaerah. Lembaga Teknis Daerah RSD, Lembaga Lain. Stal Ahli. Kecama1an <Ian 

KeWrahan. 
;; caion Pegawai Negeri Sipil, yang selanJutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara 

1nc1ones,a yang melama,. lulus seleksi dan diangkal untuk dipersiapkan untuk menjadi 

Pegawai Negeri Sipil sesua, dengan ketentoan peraturan perundang-undangan yang 

Derlaku. 
Pegawai Negeri Sipll. yang selanjutnya disingka1 PNS, adalah setiap warga Negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkal oleh pejabat 
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas 

negara lainnya. dan digaji berdasarkan peratoran perundang·undangan yang berlaku. 
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab. 

wewenang dan hak seseorang PNS datam rangka menjalankan tugas pokok clan ll.flgsi 
keahlian dan/atau kelerampilan untuk mencapai tujuan orqarusasi. 

,z Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas. tanggung jawab. 
wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasl yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasalkan pada keahlian dan/atau keteramp~an tertentu serta 

bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
13 Jaoatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukl<an tugas tanggung jawab. 

wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organ,sasi 

oegara. 
~ R,ncian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang 

mecupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan 

kerja menjadi hasil ~erja dalam kondisi tertentu. 
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,21 Nama-nama jabatan lungslonal umum di senap SKPO tereantum dalam lampiran sebagar 

oaqian yang tidak terpisahkan dan Pera1uran tni. 

11 Penamaan jabatan lungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. 

BABV 
PENAMAAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

Pasal6 

Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan banan 
pelaksanaan tugas-tugas unsur pimpinan yang bersangkulan. meliputl pengumpulan, 

pengolahan dan informasi data sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. 
21 Uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl . 

Pasats 

BAB IV 

KEDUOUKAN 

Pasa14 
Jabatan lungsional umum merupakan unsur yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada pe1abat eselOn terendah di setiap SKPO. 
_ setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diangkat dalam jabalan 

lungslonal umum . 
.., Pengangkatan CPNS datam Jabatan fungsionaf umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) drlelapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3 

~capan jabatan fungsional umum sebagalmana dimaksud dalam PasaJ 2 bertujuan unruk: 

a. -nembenkan kejelasan 1ugas dan fungsi CPNS dalam msmbantu pelaksanaan tugas dan 

,..ngsi ssetcn terendah di setiap SKPO ; 

on,;mberikan kejelasan tugas dan lungsi CPNS sesuai dengan latar belakang pendidikan. 

TUJUAN 

BAB 111 
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Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. diangkal 

oalam iabatan fungsional umum. 

2 Pengangkatan PNS dalam jabatan fungS10nal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

!WaKukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN 

Pasal 11 

=,'Tlangku Jabatan Fungsional Umum diberikan 11.lnjangan jabatan sesual dengan ketentuan 

~c<aturan perundang-undangan . • 

BAB VII 

TUNJANGANJABATAN 

Pasal 10 

O,;iam melaksanakan 11.lgasnya, jabatan fungsional umum dapat melakukan hubungan kerja 

ro,zontal dan diagonal untuk msncapal keserasian dan optimarisasi pelaksanaan tugas 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 9 

- ...r,ukan Pegawai yang akan menempati Jabatan FungsiOnal Umum ditetapkan lebih lanjut 

- Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal a 

F=asi jabatan fungs•onal umurn d1tetapkan seSl.J3i dengan hasil ana!isls beban kerja pada 

ing!<up tabatan struktural pada masing-maslng SKPD. 
fQmlasi jabat,rn sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk 

c,anenmaan CPNS. 

Pasa! 7 
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fl fHJ. NEN ~ANAH YASIN 

j- BUPATI BEKASI# 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 10 Okto.e,- 201:.; 

A;;a senap orang mengetallulnya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
;;ir,;mpatannya dafam Benta Oaerah Kabupalen Bekasi. 

fwawran Bupati ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan. 

Pasat 14 

!lengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan lain yang mengatur hal·hal yang 
sama d1cabut dan dinyatakan tidak berlaku lag,. 

-a~r,aJ yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis 
.>=iai<.sanaannya akan diatur kemudlan. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

CPNS yang diangka• dalam jabatan fungsional umum sebagaimana d,maks..d dalam Pasat 

c ayai 11 tJoak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS. 

Amr-oatian PNS dalam jaoatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Oaerah dan 

da!ta:;:•.an dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 


